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1.1 Latar Belakang

Negora Kesatuan Republik Indonesia memiliki 38 provinsi, yang kemudian
dibagt menjadi 416 kabupaten dan 98 kotagSetiap provinsi, kabupaten, dan kota
memiliki pemerintahan” daerah sendiri. Memurit. Undang-Undang  Republik
Indonesia Nﬂuﬁh’ﬁ'ﬁlﬂm]ﬂ“ g Pam nlnl‘l:ln_ﬁ:n.m desentralisasi atau
penyerahan wewenang pemerintah pusst kepada pemerintah darah dijalankan
berdasarkan ssas otonomi daernh. Otonomi doersh memberikan pemerintah daerah

hik dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri unisan pemetintahannya
[Mq’_?m,.iﬂlﬂ.

Dengan  desentrulisasi, pemerintah  doerah memiliki oloritas  atau
kewenangan untuk merencanakan, melaksanakan, mengawasi. mengendalikan.
dan mengeviluasi kebijakan agar ferciptanya good governanee. Menurut
Misjahidah (2024), desentralisasi berarti bahwa pemerintah dacrah harus lebih
mandiri dalam menangani masslah lokal dan mampy mengoptimalkan sumber daya
alam, manusia, dan kevangan yang tersedia diwilayah pemerintahan tersebut

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 & Undang-Undang Nomor 23 tahun
2014 tentang Otonomi Daersh diterbitkan karena tHnbuln}-‘.]. kesenjangan antar
daerah, salah satunya dalam kemampuan dan penpelolaan keuangan daerah
Keuangan deerah dapat dijadikan salah satu indikator kemampuan daerah dalam
mengurus kepemerintahan disuatu daersh. Dalam langkah-langkah pelaksansan

otonomi dierth, pemerintah duerah diharapkan mampu melaksanskan pengelolazn



perusahaan yang baik (good corparate governance) dan bertanggung jawab atas
kewenangan yang diberikan. Dalam sekior kesangan, pemerintah  daerah
diharapkan mampu membuktikan kualtasnya dengan memberkan biaya dan
pelayanan yang baik kepads masyarakat (Fauzan dan Muhammad. 2023).

Otonomi  daerah diyakini sebagasmetode terbatk untuk mendorong
pembangunan daerah, otonomi iﬁn:h_ m dapat mempercepat dan
mengurangi kesenjangan WﬁMIng—m daerah dibandingkan
dengan sistem pembangunan terpusat. Otonomi daerah diharapkan dapat mengubah
cary pemerintah daernh melayani masyarakat dengan lebil profesional, efisien, dan
efiektif dalam melaksanakan kewajishan vang harus dilskukan oleh pemerintah
Iﬂmﬂh:hhﬁﬁlh. 20243,

Pelaksanaan otonomi daerah juga menganut prinsip otonomi nyata dan
bertanggung jawab. Makna nyata di sini adalah penanganan urusan pemerintah
daerab yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan wewenang, tugas dan
kewajiban yang secara nyata telah ada dan memiliki potensi untuk tumbuh, hidup,
dimaksud dengan bertanggung jawab adalah penyelenggarann otonomi harus
seseual dengan tujuan dmmwwlﬂng poda dasamya untuk
memberdayakan iiﬂﬁrﬂh,.tmuii mnmgkaﬂ:ﬂn knsejﬂhtmaan rakyat yang
merupakan salah satu tujuan nasional (Maolina dkk, 2021).

Pemerintah daerah memiliki kebebasan untuk membuat  peraturan,
membentuk. mengatur, dan melaksanakan kebijakan serta keuangan mereka

sendirh. Untuk melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah harus memiliki



kemampuan untuk mengelols sendiri dapa yang dihasilkan dari pemanfaatan
potensi daerah. vang selanjuinys akan digunakan untuk pembangunan. Setiap
daerah di Indonesia harus melakukan pengelolsan kevangan yang baik. Anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) menunjukkan kemampuan pemerintah
daerah untuk membiayai pembangunam, meningkatkan pelayanan sosial
masyarakat, dan meningkatkan pendapatan daerab (Alfi dan Sari, 2023},

Saat ini, kesefultcraan dan kemakmorin masyaraki, ditingkatkan melalui
pembangunan, baik. ‘iﬂm masional maupun daesah. :IME,‘LLM“ lokal
'_nﬂa'upﬁn bagian dﬂﬁ'pmﬂungunnn nasional,” mi m citn-cita bangsa
Indonesia dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi “untuk memajukan
I:E#Mﬁn'u:mum". Namun. tujuan dari pembengunan dsersh sendirl adalah agar
ﬂeﬂwﬁxmiliki kemampuan untuk mengelola potensi dﬂ:mhuy: bersama
masyarukat, mendorong pertumbuhan disektor ekonomi. dan mengiptakan
Iapangan kerja baru bagi penduduknys. Kebijakan olonomi daerah yang efektif
memiliks pro dan kontea. Pemerintah daerah yang mmﬂﬁ'ﬁnyat'mber daya
pemerintah doerash yang kurang memilik: sumber di}m alam merasa sedikit

khawatir. Kekhawatiran m mml kﬂ'l!ll. ; S ——
sumbangan dari pemmntuh prusat ‘untuk membantu keuangan dacrah mereka
{ Anisman, 2021).

Untuk memaksimalkan pelaksanaan otonomi daerah diharapkan harus lebih
imovatifdan kreatif dalam membuat kebijakan pemerintah. lerutama yang berkaian

dengan kevangan. Dengan demikian, satuan kerja pengelola pendapatan daerah



harus memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan partisipasinya  dalam
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk menpamin kelangsungan
pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, dan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, karena banyak daerah vang
masih belum mampu menjalankan daerah gtonomnyn, yang menunjukkan bahwa
banyak daerah yang muasih bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat untuk
beroperasi. Im keadaan seperti itu, keuangan daemh yvang dikelola oleh
aparaiur pemerintali-akan menjadi perhatian publik: Kincrja kevangan dacrah
sendiri adalah kondist m menunjukkan hasil wm dari penggunaan
anggamn daerah selama periode waktu tertentu (Fauzan dan Muharmmad, 2023 ).
Kemampuan pemerintah  dserah untuk  membiayal sendiri ‘operasi
pmﬁﬁﬂhn,pemhangumn, daon pelayanan kepada masyarkit m teluh
membayar pajak dan retribosi sebagai sumber pendapatan mereka menunjukkan
kemandirian keuangan daerah. Seberapa besar kemampuan sumber daya keuangan
daerah uniuk membiaym pemhﬂnglymn dapat mnummﬁ keusngan
daerah saat berotonomi (Dey . 2022). Apabila semakin tinggi rasio
kemandirinn kevangan, maka akan semakin rendab tingkat ketergantungan dari
pemerintah daerah terhadap pemerintab pusat. Hal tersebut berarti pemerintah
daerah mampu mengoptimalkan potenst sumber daya yang dimiliki daerahnya dan

mompu memenuhi kebutuhan dserahnyva. Namuon, pada kenvataannya tingkat
kemandirian tersebut berfluktuasi mengalami kenaikan bahkan penurunan
i Muijtahidah, 2024).



Seberapa ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat
dapat diukur dengan kemandirian keuangan daerah, yang merupakan ukuran sejauh
mana pemerintah daerah mampu membiayai operasi pemerintahan sendiri. Sebuah
daerah dapat dianggap mandiri jika dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan

{Fawran dan Muhammad 2023).
Kriteria untuk menetapkan kemandirian suatu daerah dapat dikategorikan
seperti berikut:



Tabel 1 1

Tingkat Kemandirian Dan Kemampuan Daerah

Kemandirian Kemampuan Keuangan Pola Hubungan
025 Rendah Sekali Instruktif
25-30 Rendah Konsultatif
50-75 Sedang Partisipatif
73400 Tinggi Delegatif

Sumber ¢ (Fatzan dan Mubkammad, 2023).
Adapun keterangan mengenai pola hubungan kemandirian keuangan daerah
menumit (Fawran dan Muhammad, 2023) antara lain:
. Pola Hubungan Instruktif
Folo hubungan mstruktif merupakan pola dimana peman dari
pemeriniah pusat lebih banyak dari pada kemandirian pemerintah
daerah tersebut.
2. Pola Hubungan Kansultatif
Pols hubungan konsultatif merupakan mengurangnya cempur
tunpan pemerintah pusat kepeda pemerintsh daerah karena diangpap
sudah lebih mampi melokitkan otopomi daerah.
3. Pola Hubungan Partsipatif
Pola hubungan pastisipatif yaitu peran pemberian konsultasi akan

berulih ke peran partisipasi Pemerintah Pusat.



4. Pola Hubungan Delegatif
Pola hubungan delegatif merupakan pok dimana pemerintah pusat

sudah tidak ikut campur tangan terhadap pemerintah daerah, karena
sudah dianggap sangat mampu dan dapat mandiri delam menjalankan
otonomi daerah.

upaten /| Kota di Provinsi Daerah

Eabugaten Slerman

Sumber: BPRAD. (data diolah, 2025)
Berdasarkan gambar 1.1 distas menunjukkan bahwa rasio kemandirian
keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta tahun 2021 - 2023 sehagai berikut:



I. Kota Yogyakarta memiliki rasio kemandirian keuangan daerah untuk
tahun 2021 sebesar 55%. tahun 2022 sebesar 62%, tahun 2023 sebesar 66%.
sedangkan untuk rota-rata memiliki nilai 61%,

2. Kabupaten Bantul memiliki rasio kemandirian keuangan daerah untuk

tahun 2021 sebesar 20%, tahun 2022 sebesar 31%, tahun 2023 sebesar 31%,

engan rata-rata sebesar 61 % dan 51.3%.
Sedangkon Kabupaten Bantul memiliki tingkat kermndirian keuangan sebesar
30,3"%, nilai tersebut bisa di kategorikan rendah. Tingkat kemandirian keuangan
daerah untuk Kabupaten Gunungkidul dan Kabupaten Kulonproge memiliki rata-
rata 16,3% dan 23,6%, yang menunjukkan kedua daerah tersebut memiliki rendah



sekali tmgkat kemandiriannya dalam menjalankan otonomi daerah dan lebih
mengandalkan bantuan keuangan dan pemermtah pusat atau pinjaman dari pihak
eksternal.

Dalam menjalankan pembangunan suatu daerah, pemerintah membutuhkan
dana atau anggaran agar tercapai program-program yang direncanakan. Anggaran
tersebut berasal dari’ beberapa pﬂﬁm seperti. pendapatan asli daerah,
pendapatan transferan otnu dana perimbangan, lain-lain pendapatan asli daerah.
Salah satu faktor yang memengaruhi kemandirinn keuangan. pemerintah dserah
odaloh pendapaton asli daemh. Dengan peningkatan pendapatan asli daerah.
kapasitas daerah untuk memenuhi kebutuhan dan menvediakan layanan yang lebih
baliwm asalkan daerah tersebut dapat mengelolanya ﬂmhﬁhhm:

serta dinwasi penggunannan dana tersebut sesuai dengan rencana pe ggunan

kegiatan ckonomi itu sendiri. Pendapatan Asli Daemﬁm@xn salah satu pilar
kemandirian suastu doerah. Memurut Undang-Undang Nemor 33 Tahun 2004 tentang
perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, sumber pendapatan asli
daerah terdiri dari pajok daerah, retribusi daemah, hasil pengelolaan kekayaan
daerah, dan lain-lain pm-cfﬂpntﬁn daerah }"ELI'EE sah. Karena itu, kemampuan suatu
daerah menggali pendapatan asli daerah akan mempengaruhi perkembangan dan
pembangunan daerah tersebut. Disamping itu semakin besar kontribusi pendapatan
ash daerah terhadap APBD. maka akan semakin kecil pula ketergantungan terhadap

bantuan pemerintah pusat {Bekher 2023). Berikut adalah proporsi pendapatan asli



daerah terhadap total pendapatan daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah
Istimewa Yogyakarta tahun 2021 - 2023,

Gambar 1. 2

Raslo Pendapatan Asll Daerah Terhadap Total Pendapatan

E _ﬂ:]' f Eabuperten
FEe ] - Eumurakid] Kulonprogs

rm Moz ®on

, (data diolsh, 2025)

1. Rasio pesidapotm fapatan Kota Yogyakarta
tahun 2021 memili hes 022 sebesar 38%, tahun
2023 sebesar 40%.

2. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan Kabupaten
Bantul tahun 2021 memiliki nilai sebesar 22%, tahun 2022 sebesar 24%,

tabun 2023 sebesar 24%.
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3. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total pendapatan daerah
Kabupaten Gunungkidul tahun 2021 memiliki nilai sebesar 12%, tahun
2022 sebesar 16%, tahun 2023 sebesar 14%.

4. Rasio pendapatan asli daersh terhadap total pendapatan daerah
Kabupaten Kulonprogo tahun 202 Lmemiliki nilai sebesar 19%, tahun 2022

m '. n

pemerintah pusat dalam me ul

Intergavermental revenue yang juga dikenal sebagai dana perimbangan
adalah dana pemerintah dacrah yang digunakan untuk melaksanakan desentralisasi
vang berasal dari dona anggaran pendapatan dan belanja negara yang diberikan
melalui perantara pemerintah pusat. Ini adalah faktor kin yang dinilai berpengaruh
pada kemandirian keuangan pemerintah daersh. Dana perimbangan adalah salah

11



satu bentuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dana perimbangan, sebagai salah satu sumber pendapatan, memainkan peran yang
sangat krusial untuk dapat terciptanya pelaksanaan keuangan daerah. Fakta di
lapangan menunjukkan bahwa beberapa daerah tidak memiliki potensi yang sama
terkait untuk menjadikan maksimalnya pendapatan asli mereka. Oleh sebab itu,
dana perimbangan dapat berfungsi sebagal sumber dana tambahan bagi pemerintah

T 2 Pmm-ﬁﬁ e YT I I' rah sat dene
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Gambar 1. 3

Proporsl Dana Ferimbangan Terhadap Total Fendapatan

i
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WImi WI02: w2073
Sumber : BPKAD, (data diokih, 20235),
Berdasarkan gambar |3 distas menunjukkan bahwa proporsi dana

perimbangan terhadap total pendupatan daersh Kabupaten / Kota di Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai berikut:

mmi memiliki nilai sebesar 48%, tabun 2027 sebesar 47%, tahun
IHB sebesar 43%,

2. Proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan Kabupaten Bantul
tahun 2021 memiliki nilai sebesar 56%, tahun 2022 sebesar 58%, tahun
2023 sebesar 56%.

3. Proporsi dana perimbangan terhadiap total pendapstan Kabupaten
Gunungkidul tahun 2021 memiliki nilai sebesar 70%, tahun 2022 sebesar

i, tahun 2023 sebesar H6%.



4. Proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan Kabupaten
Kulonproge tahun 2021 menniliki nilai sebesar 60%, tahun 2022 sebesar
60%, tahun 2023 sebesar 58%.

5. Proporsi dana perimbangan terhadap total pendapatan Kabupaten Sleman
tahun 2021 memiliki nilai sebesar 48%, tahun 2022 sebesar 47%, tahun

meningkatkan pembangunan infrastruktur di setiap daerah dan meningkatkan
kualitas dalam melayani masyarakatnya. Belanja modal adalah anggaran yang
digunakan untuk melaksanakan fungsi publik yang berasal dari pemerintsh daerah
untuk pembelian aset, seperti aset \etap, harapannya aset tersebut bisa digunakan
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dalam jangka waktu yang lama {Munawarah dan Aryanie, 2022). Berikut adalah
proporsi belanjs modal terhadap total belanja total belanja daerah Kabupaten / Kota
di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tabun 2021 — 2023,

Gambar1 4

Proporsl Belanja Modal Terhadap Total Belanja Daerah

-
17

FE S o
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Sumber : BFKAD, (data diokh, 2025)
mbar | .4 diatas menunjukkan mwpﬂf.ﬁh“iﬂn]a modal
mrhn:hp ﬂﬂ! I:plum qhmimlpmu m di< i Daerah lstimewa
Yogyakarta sebagai berthut:
|. Proporsi belanjs modal terhadap total belanja daersh Kota Yogyakarta
tahun 2021 memiliki nilai sebesar 14%, tahun 2022 sebesar 14%, tahun

2023 sebesar 13%.

2. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerzh Kabupaten Bantul
tahun 2021 memiliki nilai sebesar 12%, tahun 2022 sebesar 10%, tahun
2023 sebesar 9%u.



3. Proporsi belanja modal terhadap total belanja dacrah Kabupaten
Gunungkidul tabun 2021 memiliki nilai sebesar 12, tahun 2022 sebesar
13%, tahun 2023 sebesar 9%,

4. Proporsi belanja modal terhadap total belanja daerah Kabupaten

Kulonprogo tahun 2021 memiliki ilai sebesar 13%, tahun 2022 schesar

Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adatah surplus / defisit. Surplus atau
defisit adaloh selisih lebih atau kurang antara pendapatan dan belanjo selama
periode satu tahun pelaporan (Rosanti dan Trivanto, 2023). Surplus adalsh selisih
lebih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode anggaran. sedangkan

It



defisit merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja selama satu
pertode anggaran Yalabi, 2021). Benkut adalah realisasi surplus atau defisit daerah

Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2021 — 2023,

Tabel 1 2
Reallsasl Surplos ( Defisit

M. Kabupaten / Kota Tahun Realisasi Surplas / (Defisit)

1 2021 15.304.402.253.53
2 Kota Yogyakarta 2022 63.117.870.972.98
3 2023 28:613.681.791.58
4 2021 0.067.433.760, 16
5 Kabupaten Buantul 20322 {1 1:BOT149.001.59)
[ 2023 4.038.430.826,85
7 2021 |.567.7T82.502,67
] Kabupaten Gunungkidul 2022 (17.775.096.441,77)
9 2023 (8.728.335354,.24)
10 2021 129.735:741.372 .68
B Kabupaten Kulonprogo 2022 (966224 956,95)
12 2023 . 226:825.504.28
13 2021 79.015.486.095,04
14 Kabupaten Sleman 2022 (34.493.971.692.91)
15 2033 (29.092.316.70930)

Sumber : BPKAD, (data diakh. 3025}

Berdasarkan tabel 1.2 diatas menunjukkan bahwa realisasi surplus / defisit
Kabupaten/ Kota di Provinsi Daersh Istimews Yogyakarta memiliki nilai fluktuatif
Daerah yang memiliki nilai surplus yang tertinggi adalah Kabupaten Kulonprogo
pada talun 202] sebesar 129.735.741.37268, sedangkan daerah vang memiliki

nilai surplus yang terendah adalah Kabupaten Kulonprogo pada tahun 2023 sebesar
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1.226.825 504 28, Daerah yang memiliki nilai defisit tertingyi adalah Kabupaten
Sleman pada tahun 2022 sebesar (34.493.971.692.91), sedangkan dierah yang
memiliki nilai defisit terendah adalah Kabupaten Kulonprogoe pada tahun 2022
sebesar (966.224.956,95).

Hasil penelitian dari (Rivandi dan Anggraini, 2022) menunjukkan bahwa
pendapatan asli daerali'berpengaruli positif dan signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah. Diri penelition (Raudha dkk., 2023) menunjukkan bahwa
pendapatan asli daerah berpenganth terhadap kemandirian keuangan pemerintah
@aerah. Hasil penelitian dari ( Arpani dan Halwamati, 2020) mepunjukkan bahwa
dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian
l:cwh'iﬁa'ﬂh_ Penelitian dar (Gama dkk., 2022 ) menunjulkkan bahwa atou dana

daerah. Pemelitian dari (Nurhsyati dkk.. 2022) mesunjukkan hahwa dana
perimbangan berpengaruh negatif dan signifikan Iﬂ'lm hmqndn:hiheunngnn
daermh,: Sebaliknva menurut (Nafhulmuna, 2024) ]'Ilmknn bahwa dana
perimbangan tidak berpengarub terhadap kemandirian keuangan daerah. Penelitian
dart twmm menunjukkan bahw ubﬂhqq.mdal berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kenmndiran keuangan m;hlsul penelitian (Raudha
dkk., 2023) menunjukkan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian

keuangan daerah. Hasil penelitian dari { Rivandi dan Angpraini, 2022) menunjukkan
bahwa belanja modal berpengarub negatif dan signifikan terhadap kemandirian
keuangan daerah. Penelitian dari ( Akbar, 2022) menunjukkan bahwa belznja modal

tidak berpengarub terhadap kemandirian keuangan daerah Hasil penelitian



(Adnyana dkk.,

- 2022) menunjuk

! nurjukkan bahwa surplus / defisi

: u fisit luporan keuangan
- - - by * l.
lain itu, penelitian ini juga berbeda dengan studi-studi sebelumnya yang

- = . : |
lebih fokus kinerja kewangan daersh. Penelitian mni j ;
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1.2 Rumusan Masalah
Dari latar belakang diatas, peneliti membuat rumusan masalah sabagai

h berpengaruh positif
ungan daerah pada Pemerintah
Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apakah dana perimbangan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah
Kabupaten / Kota di Provinsi Daerah Istimews Yogyakarta.
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3. Untuk mengetahui apakah belanja modal berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada Pemerintah
Kabupaten / Kota di Provinsi Daersh Istimews Yogyakarta.

4. Untuk mengetahui apakah surplus / defisit berpengaruh positif dan

2. Hasil penelition ini diharapkan dapat mengembangkan ilmu
pengetahuan dibidang akuntansi

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi peneliti
selanjutnya.
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1.5.2 Manfaat Praktls

I. Bagi Penulis
Dengan melakukan penelitian ini diharapkan peneliti dapat
menambah wawasan dan pengalaman langsung mengenai pendapatan
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